MATRIKS RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022

UNIT ORGANISASI : KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KODE/NAMA SATKER : 654521 KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH
SASARAN WAKTU KEGIATAN TARGET
NO PROGRAM/SASARAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN KEGIATAN/A ANGGARAN
KEGIATAN TWI TWI [ TWIII | TWIV KSI
(1) (2) 3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (12)
1 |Terlaksananya Pengelolaan, |Persentase satker yang 100% |Perencanaan dan pengolahan data logistik Pemilu serta a. Tersedianya dokumen data logistik Pemilu dan Pemilihan terakhir 100% 29.892.000
Pengadaan, Laporan dan menyelenggarakan persiapan pengadaan, distribusi logistik Pemilu b. Tersedianya data dan informasi perkiraan kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu dan
Dokumentasi Logistik Pemilu/Pemilihan tanpa ada Pemilihan 2024
permasalahan anggaran dalam c. Terimplementasinya sistem informasi logistik dan bermanfaat bagi satker
. d. Tersedianya laporan permasalahan yang dihadapi dan solusi pemecahan masalah serta
pemenuhan kebutuhan logistik X X X " "
rumusan tindaklanjut sebagai bahan masukan bagi KPU dalam merumuskan kebijakan
pengelolaan logistik KPU dimasa mendatang
e. Tersedianya rekomendasi atas kebutuhan pengelolaan logistik
Persentase satker yang 100% |Fasilitasi layanan pengadaan barang dan jasa serta fasilitasi [a. Peningkatan kompetensi SDM para pelaku pengadaan 100% 77.432.000
melaksanakan pengadaan logistik bimbingan dan pendampingan pengadaan barang dan jasa  |b- Peningkatan Kinerja UKPBJ dalam menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa
keperluan Pemilu/Pemilihan c. Proses pengadaan barang/jasa berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang
dengan tanpa ada kasus terhadap pengadaan barang/jasa
d. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan diukur dari aspek
proses pengadaan yang . R . - )
kibatkan k . kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia
mengakibatkan keruglan negara e. Meningkatnya independensi tranparansi dan akuntabilitas proses pengadaan barang/jasa
atau pemborosan uang negara dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan system pendukung
f. Tersedianya laporan pengadaan barang/jasa
Persentase satker yang 100% Penyusunan laporan logistik Pemilu Tersedianya laporan dan dokumentasi pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan serta pengadaan 100% 7.507.000
menginventarisir dan memelihara barang dan jasa.
logistik Pemilu/Pemilihan sebelum
pelaksanaan pemungutan suara
dalam Pemilu/Pemilihan
2 |Terlaksananya Penguatan Persentase draft keputusan KPU 100% |Rapat koordinasi kebijakan/regulasi KPU Kabupaten/Kota se |a. Tersusunnya Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang sesuai dengan kerangka regulasi 100% 24.171.000

Kualitas Peraturan
Perundang-Undangan

Provinsi Sulawesi Tengah yang
disusun dan diharmonisasi tepat
waktu sesuai dengan kerangka
regulasi KPU

Sulawesi Tengah

KPU
b. Rekomendasi dari hasil kegiatan Rapat Koordinasi




Meningkatnya Hubungan Persentase permohonan informasi 100% |a. Pelayanan informasi (Pejabat Pengelola Informasi dan a. Terlaksananya keterbukaan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi
Masyarakat, Informasi Publik [yang ditindaklanjuti melalui PPID Dokumentasi) baik yang datang langsung melalui e-PPID Tengah
dan Pendidikan Pemilih sesuai dengan SOP b. Updating data-data di e-PPID b. Terlayaninya pemohon informasi baik yang datang secara langsung maupun melalui e-
c. Sosialisasi revisi PKPU tentang pelayanan informasi yang  [PPID KPU Provinsi Sulawesi Tengah
sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun c. Ter-updatenya data dan informasi di laman e-PPID KPU Provinsi Sulawesi Tengah
2021 d. Meningkatnya kapasitas dan kemampuan dalam pengelolaan informasi publik dan
kehumasan
Persentase Fasilitasi Pelaksanaan 100% |a. FGD penguatan hubungan antar lembaga a. Terlaksananya sosialisasi penguatan Hubungan Antar Lembaga dalam
Kegiatan Hubungan Antar b. Penandatangan perjanjian kerjasama rangka meningkatkan partisipasi masyarakat
Lembaga c. Sosialisasi hasil perjanjian kerjasama b. Terlaksananya hubungan baik dan berkesinambungan antara KPU Provinsi Sulawesi
Tengah dengan Lembaga Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah dan Lembaga
Kemasyarakatan
c. Terjalinnya kerjasama dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Lembaga
Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah dan Lembaga Kemasyarakatan
d. Terlaksananya sinergisitas kebijakan dan program kegiatan dengan Lembaga
Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah dan Lembaga Kemasyarakatan
e. Terlaksananya supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
(PKS) KPU Kabupaten/Kota
f. Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan hubungan antar lembaga di KPU Provinsi
Sulawesi Tengah
Persentase Fasilitasi Pelaksanaan 100% |Pendidikan pemilih untuk segmen perempuan, pemula dan  |Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Pendidikan Pemilih Segmen Perempuan, Pemula dan
Kegiatan Pendidikan Pemilih disabilitas dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat|Disabilitas dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu dan
pada Pemilu/Pemilihan 2024 Pemilihan Serentak Tahun 2024
Terlaksananya Advokasi dan [Persentase 100% |Penyusunan/pengembangan/fasilitasi/penyuluhan hukum Laporan kegiatan rapat koordinasi advokasi hukum
Sengketa Hukum Penyusunan/Pengembangan
/Fasilitasi/Penyuluhan Hukum
Terwujudnya Persentase KPU Provinsi dan KPU 100% |Pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai PKPU tentang |Laporan tahapan Pemilu/Pemilihan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi

Penyelenggaraan
Pemilu/Pemilihan sesuai
Jadwal

Kabupaten/Kota se Sulawesi
Tengah yang menetapkan jadwal
tahapan dan petunjuk teknis
penyelenggaraan
Pemilu/Pemilihan sesuai dengan
jadwal

Tahapan/Jadwal Pelaksanaan

Tengah

100% 10.000.000
100% 50.000.000
100% 45.000.000
100% 31.406.000
100% 66.912.000




Terlaksananya Pengelolaan |Persentase satker yang 100% |Pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji oleh [Pembayaran Gaji, Tunjangan, dan Uang Kehormatan sesuai ketentuan yang berlaku dan
Keuangan dan Barang Milik |menyelesaikan pembayaran gaji sistem aplikasi satker tepat waktu serta tidak terjadi adanya pagu minus belanja gaji
Negara berdasarkan SAP |dan tunjangan pegawai tepat Pembayaran uang kehormatan oleh sistem aplikasi satker
waktu
Persentase KPU Provinsi dan KPU 100% |Tingkat UAKPA/UAKPB Laporan Keuangan dan Laporan BMN berbasis akrual untuk periode Triwulanan,
KabupatenKota yang a. Meneliti transaksi dan melakukan analisa Neraca, Laporan |Semesteran, dan Tahunan KPU Tingkat UAKPA/UAKPB dan UAPPA-W, dengan
menyampaikan laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan sistematika sesuai dengan peraturan terbaru lainnya
pertanggungjawaban penggunaan Perubahan Ekuitas
anggaran berbasis SIMONIKA yang b. Menerima data BMN dan melakukan rekonsiliasi internal
tepat waktu dan valid antara laporan keuangan dengan laporan barang.
c. Melakukan koreksi/perbaikan yang diperlukan apabila
terjadi kesalahan atau koreksi BPK dan melakukan perbaikan
data ke KPPN/KPKNL atau upload ulang melalui portal e-
rekon
d. Melakukan rekonsiliasi dengan mengupload data ke portal
e-rekon
e. Menyusun laporan keuangan per periode laporan dan
menyampaikan laporan keuangan dimaksud beserta Arsip
Data Komputer (ADK) ke tingkat wilayah dan Kementerian/
Lembaga
Tingkat UAPPA-W
a. Melakukan pengawasan pada data SAIBA satker portal e-
rekon
b. Menyusun laporan keuangan wilayah per periode laporan
keuangan dan menyampaikan laporan keuangan dimaksud
beserta ADK ke tingkat Kementerian/Lembaga
c. Melakukan pembinaan penyusunan laporan leuangan ke
KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
Terwujudnya Manajemen Persentase peningkatan tata 100% |Pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU |Terlaksananya program peningkatan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan KPU Provinsi
Perencanaan dan Organisasi |kelola birokrasi yang good Provinsi Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah
yang Berkualitas governance
Persentase KPU Provinsi dan KPU 100% |Monitoring evaluasi ke KPU Kabupaten/Kota, memastikan Supervisi dan koordinasi penganggaran serta dokumen laporan kegiatan sebagai bahan

Kabupaten/Kota yang
merencanakan program dan
anggaran tepat waktu sesuai
dengan siklus anggaran dan
ketentuan yang berlaku

anggaran yang teralokasi digunakan sesuai dengan
perencanaan dan ketentuan yang berlaku serta menyusun
dokumen laporan kegiatan sebagai bahan perumusan
anggaran tahun berikutnya

perumusan anggaran tahun berikutnya, serta evaluasi pelaksanaan anggaran

100% 3.446.355.000
100% 1.228.175.000
100% 57.904.000
100% 27.385.000
100% 10.000.000




43.484.000

141.859.000

904.378.000

8 |Meningkatnya Tertib Persentase pegawai yang 100% |a. Pemrosesan Kenaikan Gaji Berkala (KGB), kenaikan Terselenggaranya kegiatan penilaian kinerja pegawai
Administrasi dan mendapatkan layanan pangkat, mutasi, pengangkatan PNS, pensiun
Pengelolaan Sumber Daya kepegawaian secara tepat waktu b. Penyelenggaraan rapat tim penilai kinerja/baperjakat di
Manusia dan akurat lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
c. Penyelenggaraan pelantikan/pengambilan sumpah janji
pejabat
d. Penyelenggaraan ujian dinas di lingkungan KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota
e. Penyelenggaraan Tes Assessment di lingkungan KPU
Provinsi dan Kabupaten/Kota
Persentase penegakan disiplin 100% |Sosialisasi/pembinaan/supervisi bidang kepegawaian Terselenggaranya kegiatan penegakan disiplin pegawai
pegawai
9  |Terwujudnya Dukungan Persentase dukungan fasilitasi 100% |Memfasilitasi dukungan kegiatan operasional perkantoran  |Terlaksananya fasilitasi kegiatan layanan perkantoran di KPU Provinsi Sulawesi Tengah
Operasional Perkantoran kegiatan KPU termasuk memfasilitasi kegiatan pimpinan secara baik, efektif, tepat waktu, dan menunjang pelaksanaan kinerja Pegawai satker
serta Sarana dan Prasarana yang bersangkutan
guna meningkatkan
kelancaran tugas di Persentase fasilitasi perkantoran 100% |a. Biaya kebutuhan sehari-hari perkantoran Terlaksanaya fasilitasi kegiatan layanan perkantoran di KPU Provinsi Sulawesi Tengah
lingkungan KPU Provinsi untuk mendukung kinerja pegawai b. Langganan daya dan jasa secara baik, efektif, tepat waktu, dan menunjang pelaksanaan kinerja pegawai satker
Sulawesi Tengah yang berfungsi dengan baik c. Pemeliharaan kantor yang bersangkutan
d. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor
10 |Tersedianya Data, Informasi, |Persentase KPU Provinsi dan KPU 100% |a. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Terlaksananya kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) secara efektif
Sarana dan Prasarana Kabupaten/Kota se Sulawesi b. Memfasilitasi terbentuknya forum koordinasi di dan efisien dalam mendukung target peningkatan partisipasi pemilih dan legalitas hasil
Teknologi Informasi Tengah yang melaksanakan tingkat Provinsi terdiri atas KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, |Pemilu yang lebih akuntabel
pemutakhiran data pemilih secara Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi,
berkelanjutan perwakilan kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia, tentara
nasional indonesia, kepolisian negara republik indonesia dan
instansi terkait lainnya
Persentase sarana dan prasarana 100% |Pemutakhiran data pemilih melalui sistem informasi data Data Pemilih yang termutakhirkan melalui sistem informasi data pemilih

teknologi informasi untuk sistem
informasi yang aman, handal dan
lancar

pemilih dan aplikasi lindungi hakmu dengan dukungan sarana

prasarana yang berfungsi dengan baik

Palu, 10 Januari 2022

~arp

49.064.000




